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PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
o KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ‘

' Mengingat H

- KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 .
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

Memmbang a. bahwa ‘dalam rangka mendukung operasmnal dan
: - meningkatkan pelayanan penyediaan - air = minum-

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada
~* 'masyrakat, dipandang perlu untuk memberikan dana

fa—y

- subsidi  Pemerintah - Kabupaten ~ Bengkalis kepada
- Perusahaan Daerah Air Mmum (PDAM) Kabupaten

- Bengkalis Tahun 2017;

‘bahwa v berdasarkan pertlmbangan "“ sebaga1ma.na i .

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

- Bupati Bengkahs tentang Pemberian Dana - Subsidi e L
. Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan ==

Daerah  Air Mlnum (PDAM) Kabupaten Bengkahs :

: Tahun 2017

. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang ‘

Pembentukan ' Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah. Propms1 Sumatera . Tengah
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1956
“ Nomor 25),/ IR

. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan - Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2387), : ‘

.‘»xUndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang"

-Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara Republik
Indonesia  Tahun - 2014 ‘Nomor 244, Tambahan
.Lembaran  Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah’ beberapa kali 'terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

“Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
-Nomor 5679) :

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
‘Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara‘
Republik - Indonesia . Tahun 2004 . Nomor 140,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), ' '




12,

'Menetapkan -

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan _

e 1 Lembaga Negara Repubhk Indones1a Nomor 5165) _
. 'Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang

-Pengembangan Sistim Penyedlaan ‘Air  Minum

 (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2005

*Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

:Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 47 Tahun

- 1999 tentang Pedoman Penlla_lan Perusahaan Daerah

A1r Minum;: -

. Peraturan Menterl' Pekexjaan Umum Nomor

294 /PRT/2005 tentang Badan Pendukung -

- Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum;

.- Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan' Peraturan Menteri
~Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

" 10.

Pengelolaan Keuangan Daerah;

»Peraturan Menteri Dalam - ‘Negeri Nomor 23 Tahun
2006 ‘tentang Pedoman Teknis dan - Tata Cara
Pengaturan Tanf Air Minum pada Perusahaan Daerah -

. Air Minum;

11.

Peraturan Menteri- Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawalan Perusahaan Daerah
Air Mmum, ,

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 70 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari

 Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah

L Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
- 13.

Peraturan Daerah Kabupaten " Daerah Tingkat II
‘Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian .

B ~ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
14.

VPeraturan Bupati Bengkahs ‘Nomor 73 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa

e ‘Daerah _Kab_upaten Bengkalls Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

3 PERATURAN  BUPATI  BENGKALIS  TENTANG
 PEMBERIAN = DANA  SUBSIDI ' PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKALIS KEPADA ~ PERUSAHAAN

DAERAH AIR - MINUM - KABUPATEN BENGKALIS‘

: TAHUN 2017



2.

1)

(2)

()

. BAB1
'KETENTUAN UMUM -
' ~Pasal 1

‘ Da.lam Peraturan Bupat1 ini, yang dlmaksud dengan
| Daerah adalah Kabupaten Bengka.hs, | 1 . S
Pemerintah ° 'Daerah  adalah Bupat1 ‘Bengkalis dan

perangkat daerah sebagaJ unsur penyelenggaraan
pemermtah daerah; : o

Bupati adalah Bupat1 Bengkahs,

. ;Perusahaan Daerah Air M1num, yéng selan_]utnya disebut . . "
- PDAM  adalah Badan Usaha Milik Daerah" Kabupaten\ P '
'Bengkahs yang bergerak di b1dang pelayanan air mlnum,

Air Mmum adalah a1r mmum produk31 PDAM;

Badan' Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM'
Kabupaten Bengkahs :

Subsidi adalah dana yang dlgunakan untuk selisih harga SR

penjualan (HPP) terhadap harga tarif rata-rata PDAM

Kabupaten Bengkalis, agar harga pokok penjualan yang i
~dihasilkan dapat_ terjangkau oleh ’masyarkakat banyak;

BABII |
' MAKSUD DAN TUJUAN =
Pasal 2 ‘ e

Maksud Pemberian , Slibéidi' Perherintah 'Daerah adalah

mendukung operasional PDAM dan peningkatan
pelayanan air minum kepada masyarakat di Daerah.

Tujuan 'Pemerintah Daerah memberikan dana subs1d1' |
kepada PDAM adalah menekan biaya produksi air minum

sehingga - air ‘yang dlhasﬂkan dapat terjangkau oleh’

masyarakat banyak
S ‘ BAB his
PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Pemenntah Daerah mengalokas1kan dana subs1d1 kepada :
PDAM - untuk - ‘Tahun Anggaran 2017 - sebesar’

'Rp. 9.707.959. 330 (Sembllan milyar tujuh ratus tujuh

~ juta sembilan ratus lima puluh sembﬂan r1bu tlga ratus

(2)

tiga puluh ruplah)

Penyaluran dana = subsidi dlbenkan ‘ berdaSarkan o

permohonan permmtaan yang dlajukan p1hak PDAM.



L BAB IV e
TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

(1) PDAM menga_]ukan permmtaan pencalran dana sub31d1
“kepada Bupatl : :

| (2) Bupati mela1u1 pejabat berwenang menlndaklanjutl sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku '

BAB V.
PENGELOLA DANA SUBSIDI

Pasal 5

Dalam hal ini- dana ‘subsidi sebagalmana dlmaksud ‘pada
‘ pasal 3 sepenuhnya dlkelola PDAM

‘;BABVI,' iy
 PENGAWASAN
'Pasa1k6-_'\"“ |

7(1) Bupat1 melakukan pengawasan terhadap dana subsidi
yang d1ber1kan dan dlkelola oleh PDAM. ‘

' (2) Dalam melakukan pengawasan sebagalmana dlmaksud o et s
pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas PDAM

_ untuk melaksanakan keglatan sesua1 dengan ketentuan
yang berlaku : : :

- Pasal 7. 7

’ Dalam rangka pengawasan terhadap dana subs1d1 maika'
Badan : Pengawas PDAM sebagai 'pejabat yang mewaklh,

' Pemerintah Daerah dalam kegiatan *tersebut bertanggung
- jawab kepada Bupat1 dan melaporkan pelaksanaan tugasnya

secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

~ Untuk pertanggung]awaban pelaksanaan APBD penenma

subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib

menyampalkan laporan pertanggung Jawaban penggunaan
dana subs1d1 kepada Bupati. - e .




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI BENGKALIS,
C_/;:_—_’—-———’ M

AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal & Aoril 2017

Plt. SEK ARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H.ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 14




